BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dalam pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga
sipil walaupun telah diatur secara ketat oleh pihak Kepolisian melalui
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 untuk
keperluan olahraga dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2015, nyatanya masih ditemukan celah hukum dalam hal
pengaturan terhadap subjek yang dapat diberikan izin kepemilikan dan
penggunaan senjata api bela diri.

Celah hukum yang ditemukan dalam pemeberian izin kepemilikan dan
penggunaan senjata api bagi warga sipil ditemukan pada pemberian izin senjata
api untuk keperluan bela diri khususnya pengusaha. Dalam Pasal 8 Peraturan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan
bela diri yang menentukan subjek yang dapat diberikan izin kepemilikan dan
penggunaan senjata api bela diri khususnya seorang pengusaha syarat untuk
mengajukan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri hanya
sebatas melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk
membuktikan dirinya sebagai seorang pengusaha, dan tidak diatur secara rinci
mengenai bidang usaha apa yang dapat diberikan izin kepemilikan dan
penggunaan senjata api khusus bela diri.

Dengan tidak adanya prasyarat mengenai jenis bidang usaha apa yang
dapat menjadi standar untuk diberikan izin kepemilikan dan penggunaan
senjata api khusus bela diri, maka dikhawatirkan hal ini dapat dimanfaatkan
oleh beberapa orang untuk dapat memiliki senjata api khusus bela diri dengan
mengajukan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api khusus bela diri

menggunakan izin sebagai seorang pengusaha.
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Kemudian selain daripada izin kepemilikan dan penggunaan senjata api
khusus bela diri, senjata api olahraga jenis air pistol dan air rifle juga perlu
lebih diperhatikan mengenai perizinannya, sebab sampai saat ini masih sering
ditemukan penjualan senjata api jenis airgun dan air rifle yang tidak sesuai
prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan
Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Walaupun tidak berbahaya layaknya senjata api sungguhan, tetapi dengan
tingkat kemiripan yang tinggi antara senjata api jenis air pistol dan air rifle
dengan senjata api sungguhan serta untuk melakukan transaksi jual-belinya
tergolong mudah, karena banyak toko yang menjual dan bahkan tersebar luas
di berbagai marketplace atau toko jual beli online yang dapat diakses dengan
mudah, maka dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh orang yang
menguasainya untuk melakukan tindakan kriminal seperti pengancaman dan
melakukan perampokan.

Seperti yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan senjata api olahraga
yang terjadi pada 31 Maret 2021 dalam kasus penyerangan Markas Besar Polisi
Republik Indonesia (MABES POLRI) yang dilakukan oleh seseorang
berinisial ZA menggunakan senjata api berjenis air pistol. Dimana pada kasus
penyerangan tersebut ditemukan fakta bahwa izin keanggotaan Kklub
menembak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan
Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang dimiliki ZA
untuk membeli senjata api berjenis air pistol tersebut merupakan kartu anggota

yang palsu.

5.1.2 Selain permasalahan mengenai subjek yang dapat diberikan izin
kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil, juga ditemukan
permasalahan mengenai prosedur penggunaan senjata api yang tidak sesuai
dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.

Kemudian terhadap senjata api bela diri bagi warga sipil, walaupun dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 telah
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diatur mengenai prosedur penggunaannya, tetapi dalam praktiknya masih
sering ditemukan penggunaanya yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur
dalam peraturan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang

menyatakan:

“Senjata Api Nonorganik Polisi Republik Indonesia/Tentara Nasional
Indonesia dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi
diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan
keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya”.

Penyalahgunaan mengenai prosedur penggunaan senjata api bela diri
umumnya terjadi karena pemilik senjata api bela diri keliru dalam menilai
mengenai makna ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan
“kehormatannya”. Kekeliruan dalam menilai mengenai ancaman terhadap
kehormatan ini seperti apa yang terjadi dalam kasus penembakan ke udara
sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh seseorang berinisial AM yang
terjadi pada 21 Desember 2019, di Kemang, Jakarta Selatan.

Dalam kejadian tersebut AM merasa tersinggung dan menjadi emosi karena
dicandai oleh 2 (dua) orang siswa Sekolah Menengah Atas yang melihat mobil
supercar milik AM, karena merasa tersinggung AM sempat menodongkan
senjata api kepada kedua siswa tersebut dan melepaskan tembakan ke udara
sebanyak 3 (tiga) kali. Atas kejadian tersebut kedua siswa Sekolah Menengah
Atas tersebut mengalami trauma.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur merupakan sesuatu yang
sangat berbahaya, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari
penyalahgunaannya dapat membayakan nyawa seseorang yang berada
disekitar senjata api, termasuk seseorang yang mengoperasikan senjata api itu
sendiri. Walaupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api
Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Perizinan,
Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara

Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri,
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nyata-nya dalam praktik masih ditemukan penyalahgunaan mekanisme

penggunaannya yang dapat mengancam keamanan warga sipil.

5.2 Saran

5.2.1 Maka untuk menghindari celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh
beberapa orang untuk dapat memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata
api khusus bela diri sebagai seorang pengusaha, diperlukan pengaturan yang
lebih jelas dan lebih lengkap terhadap syarat permohonan izin senjata api
khusus bela diri yang dapat dijadikan standar untuk menilai seorang pengusaha
yang bergerak dibidang usaha apa yang layak untuk diberikan izin kepemilikan
dan izin penggunaan senjata api khusus bela diri.

Kemudian melihat dengan masih ditemukannya kesalahan dalam
mekanisme pengoperasian senjata api baik untuk keperluan olahraga, maupun
senjata api khusus bela diri, diharapkan kepada para pemegang izin
kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri untuk dapat bergabung
menjadi anggota Perkumpulan Pemilik 1zin Khusus Senjata Api Bela Diri
Indonesia (PERIKHSA).

Dengan bergabungnya para pemegang izin senjata api khusus bela diri
menjadi anggota Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri
Indonesia (PERIKHSA) diharapkan pengawasan terhadap senjata api khusus
bela diri menjadi lebih efektif, serta dengan sering dilakukannya sosialisasi
mengenai kode etik penggunaan senjata api bela diri yang dilakukan oleh
Perkumpulan Pemilik lzin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia
(PERIKHSA) dapat menjadikan pemegang izin senjata api khusus bela diri
menjadi lebih memahami konsep dan mekanisme prosedur penggunaan senjata
api khusus bela diri. Sehingga pemegang izin senjata api khusus bela diri akan
lebih bertanggungjawab dalam mengoperasikan senjata api khusus bela diri.

Kemudian yang juga perlu untuk menjadi perhatian khusus adalah mengenai
senjata api jenis air pistol dan air rifle yang perlu diberikan pengaturan lebih
jelas, seperti rutin dilakukan pengawasan kepada toko-toko senjata api air
pistol dan air rifle dalam hal persyaratan pembelian air pistol dan air rifle,

karena nyatanya dalam praktik walaupun telah diatur bagi siapapun yang ingin
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membeli senjata api jenis air pistol dan air rifle wajib untuk menjadi anggota
klub menembak yang bernaung dibawah Pesatuan Menembak dan Berburu
Indonesia (PERBAKIN) dengan membuktikan menggunakan kartu anggota
Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), tetapi nyatanya
masih ditemukan beberapa orang yang menjual kartu anggota Pesatuan
Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) secara online melalui
berbagai marketplace atau situs jual-beli online sehingga dikhawatirkan dapat
menciptakan pemilik senjata api olahraga jenis air pistol dan air rifle yang
tidak bertanggungjawab.

Kemudian yang tak kalah penting dalam menekan angka penyalahgunaan
senjata api perlu dilakukan pengawasan secara rutin setiap tahunnya terhadap
kejiwaan dari pemegang izin senjata api, terkhusus terhadap pemegang izin
kepemilikan dan izin penggunaan senjata api khusus bela diri. Pengawasan
terhadap individu dilakukan oleh psikolog pihak kepolisian terhadap individu
pemegang izin senjata api khusus bela diri yang dilakukan secara rutin setiap
tahunnya bersamaan pada saat melakukan perpanjangan izin senjata api khusus
bela diri.

Karena sebagaimana diketahui bahwa senjata api merupakan alat yang
sangat berbahaya dan beresiko untuk melukai atau bahkan menghilangkan
nyawa seseorang, maka pengawasannya bukan hanya perlu dilakukan terhadap
senjata api saja, melainkan juga terhadap kejiwaan dari individu pemegang izin
senjata api, terkhusus terhadap individu pemegang izin khusus bela diri secara
rutin yang dapat dilakukan bersamaan pada saat pemegang izin senjata api

khusus bela diri melakukan perpanjangan izin setiap tahunnya.
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